
BABI 

PENDAHULUAN 

Sumber daya manusia adalah merupakan modal yang paling utama di 

dalam peningkatan taraf kehidupan manusia, bahkan kita lihat negara-negara 

d1dun1a selalu memperjuangkan dan men1ngkatkan usaha-usaha 

perokooom1an yang nant1nya dapat membantu mewuiudkan pembangunan 

yang adil dan makmur 

Didalam perkembangan dunia usaha d1 Indonesia banyak terdapat 

perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam berbaga1 bentuk b1dang 

perdagangan diantaranya adalah bisnis franchise, sebagaimana 

perkembangan lisensi. Franchise juga sesungguhnya mengandalkan pads 

kemampuan mitra usaha dalam mengembangkan dan menialankan keg1atan 

usaha franchise melalu1 tata cara proses serta suatu ·coc1e of conduct• dan 

s1tem yang telah ditentukan oleh pengusaha pemben franchise 

Demikian juga dapat kita lihat bahwa temyata franchise iuga dapat 

d1paka1 sebagai sarana pengembangan usaha secara tanpa batas keseluruh 

bagian dunia. lni berarti seorang pemberi waralaba harus mengetahui secara 

pasti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dmegara mana franchise 

akan dtberikan atau dikembangkan, agar nantinya penerima franchise 

(franchisee) tidak beralih wuiud dari mitra usaha menjadi kompet1tor 
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Oleh karena 1tu franchise adalah merupakan bagian dan hak alas 

kekayaan intelektual dan s1stem kegiatan operasional dan pengusaha 

pemberi waralaba, baik dalam bentuk penggunaan merek dagang, merek 

jasa, hak cipta atas logo, desain industri, paten berupa teknologi maupun 

rahasia dagang. Pengusaha pemberi franchise (franchisor) selan1utnya 

memperoleh imbalan (royahty) atas pengunaan hak atas kekayaan 1ntelektual 

dan s1stem kegiatan operas1onal mereka oleh penenma franchise 

(franchisee). 

Dengan adanya pemben franchise (franchisor) dan penenma franchise 

(franchisee) maka tidak akan lepas dan suatu perianj1an, d1sebabkan kedua 

belah pihak baik pengusaha penerima franchise maupun pemben franchise 

harus membuat suatu persetuiuan yang telah drtentukan sesuat dengan 

kesepakatan sebaga1mana yang tercantum didalam Pasal 1320 dan 1338 

K1tab Undang-Undang Hukum Perdata 

Dengan perkembangan b1srns franchise di Indonesia pemenntah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Repubhk Indonesia No. 16 Tahun 1997 

Pada Tanggal 18 Juli 1997 yakni Tentang Waralaba (Franchise) serta 

Keputusan Menteri Perindustnan dan Perdagangan Repubhk Indonesia 

Nomor 259/MPP/Kep/7/1997 Tangal 30 Juh 1997 Tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba (Franchise). 
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Menurut Eguina Liliawati Muliono pengertian waralaba (franchise) 

adalah: 

'Persetujuan hak atas pemberian hak atau keist1mewaan untuk 

memasarkan suatu produk atau jasa dari pemilik (pewaralaba/pemberi 

franchise/franchisor) kepada p1hak lain (terwaralaba/penerima 

franchiselfranchisee yang diatur d1dalam suatu aturan tertentu 1 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Sebelum membahas leb1h lanjut sknps1 ini, ada ba1knya d1tegaskan 

ter1eb1h dahulu judul sknps1 1ni untuk mengh1ndan dan kesalahfahaman dan 

berbagai pihak. Adapun yang menjadi judul skripsi m1 adalah "Aspek -

Aspeh Hukum Perjanjian Franchise di Kota Medan" 

Untuk lebih jelas dapat memahami isi dari pembahasan 1ni. maka 

penuhs memberikan pengertJan dan pada judul diatas . 

- Aspek-aspek berart1, pandangan terhadap bagaimana tel)admya sesuatu 

peritiwa dari permulaan sampai akhir. 2 

- Hukum berarti, peraturan yang dibuat oleh penguasa (Pemenntah) atau 

adat yang berlaku bagi semua orang d1suatu masyarakat (negara).3 

Eugenia Liliawati Mu!jono, Peraturan Perundang-Undangan Waralaba (Franci'use) 
Harvanndo, Jakarta, 1998, him iv 

• W J.S Poerwadarmmta. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbrt Bala1 Pustaka, 
Jal<.arta. 1995, him 23. 

Ors Sudarsono. SH.MSi, Kamus Hukum, Penerbit Rineka C1pta, 1992, him 167. 
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